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PENUTUP

Kesimpulan

Penulisan hukum tentang implementasi tentang hak anak menurut
undang — undang perlindungan anak dalam pemidanaan anak jalanan
pelaku kejahatan, dan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri
Yogyakarta dan Rumah Tahanan Yogyakarta ini menyimpulkan bahwa:

Dalam hal penjatuhan pemidanaan oleh hakim terhadap anak
jalanan yang melakukan kejahatan terdapat pembedaan perlakuan di dalam
hukum acara dan ancaman pidananya, yang lama pelaksanaan
penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan
ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh KUHAP penjatuhan
pidananya ditentukan %2 ( satu per dua ) dari maksimum ancaman pidana
yang dilakukan oleh orang dewasa dan untuk penjatuhan pidana mati dan
pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.
Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur oleh undang — undang
tersebut tentu dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak
tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Ketika anak jalanan menjalani pemidanaan akibat melakukan
kejahatan, dalam kurun waktu anak menjalani hukuman tersebut hak —
haknya sebagai anak belum semuanya terpenuhi sebagaimana yang diatur
dalam undang — undang.Tanggung jawab mengenai pemenuhan hak anak

jalanan ketika menjalani pemidanaan tentunya tidak hanya menjadi tugas
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wajib bagi Rutan saja, namun pemerintah juga seharusnya ikut mengambil
tindakan yang cepat terkait pemenuhan hak anak tersebut. Seperti ketika
sarana dan fasilitas pendukung pemenuhan hak anak di Rutan mulai rusak
seharusnya pemerintah dengan cepat mengambil tindakan untuk mengatasi
permasalahan tersebut, karena selama ini bila Rutan mendapatkan kendala
dalam bidang sarana dan fasilitas yang berhubungan dengan pemenuhan
anak yang lebih cepat tanggap membantu mengatasi permasalahan tersebut
adalah LSM.

Saran

Saran yang dapat dikemukakan penulis adalah:

Dalam hal untuk melindungi hak — hak anak jalanan pelaku
kejahatan, seharusnya hakim harus lebih memperhatikan hak — hak anak
agar tetap dilindungi sebagimana yang telah diatur dalam peraturan
perundang — undangan. Selain itu hak — hak anak yang belum terpenuhi
seharusnya agar segera dipenuhi supaya tidak ada anak yang hak — hak nya
tidak didapatkan sebagaimana mestinya, seperti hak untuk mendapatkan
pendidikan formal sama seperti anak — anak yang tidak tersandung kasus

hukum.
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